SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

a.

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 29 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 35 Tahun 2024, telah ditetapkan Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf f
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa
pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam laporan realisasi anggaran;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada
kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan
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APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau
daerah;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa jika
pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan
setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran;

bahwa berdasarkan huruf C angka 2 huruf b angka 5)
huruf a) angka (3) huruf (¢) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa
dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran
pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi
umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau
informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum
Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum
dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan
realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan huruf C angka 2 huruf b angka 5)
huruf a) angka (5) huruf (e) angka iv Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2029 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan
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bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas
alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan
Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii,
dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam
laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam
Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di
Daerah serta Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan
Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan
Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan
perubahan alokasi pendapatan transfer yang bersumber
dari Pemerintah Pusat pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara serta perubahan alokasi
belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk
melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar
program, antar Kkegiatan, antar sub kegiatan, antar
kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja,
antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek
belanja, perubahan uraian sub rincian obyek belanja dalam
Jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu diubah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor

35), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 semula sebesar Rp.14.850.587.747.220,00 bertambah
sebesar Rp.137.493.920.000,00 sehingga menjadi
Rp.14.988.081.667.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah semula sebesar
Rp.14.769.604.957.852,00 bertambah sebesar
Rp.137.493.920.000,00 sehingga menjadi
Rp.14.907.098.877.852,00, yang terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah sebesar

Rp.8.909.814.887.852,00;
b. pendapatan transfer sebesar Rp.5.877.972.314.000,00;

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

Rp.119.311.676.000,00.
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Belanja Daerah semula sebesar Rp.14.850.587.747.220,00
bertambah  sebesar Rp.137.493.920.000,00 sehingga
menjadi Rp.14.988.081.667.220,00, yang terdiri atas:

a. belanja operasi sebesar Rp.9.381.658.665.387,46;

b. belanja modal sebesar Rp.2.412.770.250.556,54;

c. belanja tidak terduga sebesar Rp.55.604.071.276,00;

d. belanja transfer sebesar Rp.3.138.048.680.000,00.
Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp.80.982.789.368,00
bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 sehingga menjadi
Rp.80.982.789.368,00, vang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp.80.982.789.368,00;

b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya Riipiapinn. i Medan
Pl KERALA BIRO HUKUM,
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pada tanggal 16 Desember 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
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M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 36



